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Era Baru Pengadilan Indonesia:

Modern dan Berbasis Teknologi Informasi

“Pemanfaatan teknologi informasi adalah bagian dari upaya modernisasi
lembaga peradilan yang dapat membatu mengatasi segala hambatan dan
rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Mahkamah
Agung RI, H.M.
Hatta Ali, bertin-
dak sebagai pem-
bina upacara pada
peringatan hari jadi
Mahkamah Agung RI ke 73
yang dilaksanakan pada hari
Minggu (19/8/2018) ber-
tempat di halaman gedung
Mahkamah Agung, Jakarta.
Upacara peringatan yang
mengusung tema “Era Baru
Peradilan Modern Berbasis
Teknologi Informasi” ini
dilaksanakan serentak oleh
warga pengadilan dari em-
pat lingkungan peradilan di
seluruh Indonesia.

etua

paradigma pelayanan peradi-

dernisasi lembaga peradilan

Dengan tema peringatan
hari jadi Mahkamah Agung
ke 73 tersebut, Ketua MA
mengajak aparatur peradi-
lan  untuk memupuk se-
mangat dan dapat beradap-
tasi dengan perubahan

lan dari konvensional menjadi
modern dan berbasis teknologi
informasi.

Dalam pidatonya, Ketua MA
menegaskan bahwa pe-
manfaatan teknologi informasi
adalah bagian dari upaya mo-

yang dapat membatu menga-
tasi segala hambatan dan
rintangan demi tercapainya
peradilan yang sederhana, ce-
pat, dan biaya ringan.

“Penerapan teknologi informasi
diyakini dapat memberikan

engantar Panitera

Assalamualaikum Wr, Wb

Puji Syukur kami panjatkan ke
hadirat Allah SWT karena
Newsletter Kepaniteraan MA
bisa kembali terbit. Ini adalah
Edisi ke 11 bulan Agustus
2018. Dalam Edisi ini kami
menyajikan  informasi baru
terkait prosedur penyam-
paian  relaas  panggilan/
pemberitahuan bagi pihak
yang berada di luar negeri.
Informasi ini sangat penting
diketahui oleh aparatur peradilan untuk men-
dukung proses peradilan cepat.

Kepaniteraan MA selalu membuat inovasi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan yang menjadi
fungsinya. Inovasi yang terkini adalah pengiriman
biaya penyampaian relaas ke luar negeri
menggunakan rekening virtual. Sebagaimana hal-
nya untuk pembayaran biaya permohonan kasasi/

PK, pembuatan rekening virtual tersebut
menggunakan aplikasi Direktori Putusan.

Inovasi lainnya adalah penyediaan PO BOX 913 JA-
KARTA PUSAT untuk tujuan penerimaan surat permo-
honan penyampaian surat rogatori dan surat penyam-
paian dokumen peradilan dalam masalah perdata bagi
pihak di luar negeri. Penyediaan PO BOX tersebut un-
tuk menjamin pelayanan penanganan surat sesuai
dengan mekanisme yang disepakati dalam MOU antara
MA dan Kemlu.

Dalam edisi ini, kami juga menyajikan informasi
terkait kebijakan Mahkamah Agung yang akomodatif
terhadap pemanfaatan teknologi informasi di ranah
judisial.

Kami berharap pencanangan Era Baru Pengadilan
Indonesia sebagai Pengadilan Yang Modern dan Ber-
basis Teknologi Informasi dapat berjalan sesuai hara-
pan dan menjadi atmosfir semangat bagi segenap war-
ga pengadilan di seluruh Indonesia.

Selamat membaca, semoga dapat bermanfaat.

juga



HALAMAN 2

keuntungan dari segi kecepatan, kon-
sistensi, ketepatan dan keandalan”, tegas
Ketua MA.

Menurut Ketua MA, pemanfaatan
teknologi informasi oleh MA dalam pros-
es penanganan perkara telah dilakukan
sejak awal tahun 1980-an. Mahkamah
Agung, dari waktu ke waktu, senantiasa
melakukan berbagai upaya peningkatan
dan pengembangan teknologi informasi
untuk mendukung pelaksanaan fungsi
peradilan. Peningkatan dan pengem-
bangan tersebut tidak hanya dari sisi
perangkat keras (hardware) dan
perangkaan lunak (software) namun juga
dari sisi sumber daya manusia
(brainware). Bahkan, MA pun telah
menerbitkan berbagai regulasi yang
menguatkan pemanfaatan teknologi in-
formasi dalam pelaksanaan fungsi
peradilan.

Momentum bersejarah yang menandai
sebuah era baru bagi peradilan Indone-
sia dalam pemanfaatan teknologi infor-
masi terjadi pada pertengahan tahun
2018, tepatnya pada tanggal 4 April
2018. Di tanggal tersebut, Mahkamah
Agung menerbitkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

eCourt Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System

e - Court

The Bectronics Just

Tentang e-Court

Layanan  Partner  Keanggotaan v Hubungi

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons

teknologi informasi.

“Perma tersebut memberi payung
hukum bagi implementasi aplikasi e-
court dengan tiga fitur utama yaitu:
pendaftaran perkara (e-filing), pem-
bayaran panjar uang perkara (e-
payment) dan penyampaian pembe-
ritahuan dan pemanggilan per-
sidangan secara elektronik (e-
summons)”, jelas Ketua MA dalam
pidatonya.

Selain tiga fitur utama tersebut, Per-
ma Nomor 3 Tahun 2018, menurut
Ketua MA, menjadi payung hukum
bagi pelaksanaan persidangan secara

Dikatakan ketua MA, apabila im-
plementasi e-court berjalan sesuai
rencana, maka secara pundamen-
tal akan mengubah praktik pela-
yanan administrasi perkara di
pengadilan. Implementasi e-court
akan mendorong terwujudnya
“judicial integrity”. Hal ini karena
akan menekan interaksi antara
aparatur peradilan dengan pihak
berperkara sehingga menutup
celah terjadinya pelanggaran
hukum dan etika.

Ketua MA meyakini penerapan e-
court akan mengantarkan peradi-

tentang Administrasi Perkara di Penga- elektronik
dilan Secara Elektronik. Ketua MA me-
nyebut kebijakan tersebut sebagai

“lompatan besar” di bidang transformasi

memungkinkan pihak berperkara
menyampaikan jawaban, replik, dan
duplik secara elektronik.

lan Indonesia selangkah lagi men-
dekati praktik peradilan di negara
-negara maju. [asnoer]

(e-litigation) yang

Inilah Peraturan Mahkamah Agung
Yang Akomodatif Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

PERATURAN Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun
2018 menjadi magnum opus bagi Mahkamah Agung dalam
pemanfaatan teknologi informasi di ranah judisial. Dalam
Perma tersebut, pemanfaatan teknologi informasi tidak
hanya diterima di permukaan proses judisial, namun telah
masuk ke dalam proses beracara. Perma 3 Tahun 2018
telah mengkonstruksi beberapa konsep hukum formil
baru, yaitu: pembayaran panjar perkara elektronik,
domisili elektronik, pemanggilan elektronik, pemberita-
huan elektronik dan persidangan elektronik (dalam hal
menyampaikan jawaban, replik dan duplik).

Apakah Perma 3 Tahun 2018 adalah satu-satunya produk
hukum MA yang pro teknologi informasi?. Apabila kita
membaca beberapa Perma yang lahir beberapa tahun
sebelumnya, ternyata telah ada beberapa Perma yang
mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi dalam
proses beracara di pengadilan, diantaranya:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Me-
diasi di Pengadilan

Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016
mengakomodir pertemuan mediasi jarak jauh dengan
menggunakan media komunikasi audio visual semacam
video conference dan penggunaan video conference terse-
but dianggap sebagai kehadiran langsung
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2. Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman
Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada
Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 5 ayat (3) Perma 2 Tahun 2016 mengakomodir
alternatif pengajuan gugatan dalam format digital.
Pemanggilan sidang juga dapat disampaikan melalui
surat elektronik (Pasal 10 ayat (2)).

3. Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Keru-
gian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pasal 6 ayat (2) Perma 3 Tahun 2016 memungkinkan
pengajuan keberatan diajukan dalam format digital
(disertakan dengan format tertulis). Perma ini juga
mengakui informasi elektronik atau dokumen el-
ektronik sebagai bagian dari alat bukti (Pasal 16).

4. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Pasal 8 ayat (3) Perma 14 Tahun 2016 menyatakan bah-
wa untuk pemanggilan lanjutan, atas kesepakatan para
pihak dapat dilakukan dengan batuan teknologi infor-
masi. [asnoer]
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Prosedur Baru
Penyampaian Relaas Panggilan/Pemberitahuan ke Luar Negeri

ahkamah Agung dan Kementerian Luar telah Nota Kesepahaman Nota Kesepahaman

dua kali melakukan penandatanganan nota [Bietl 2013 2018
kesepahaman terkait penanganan penyampaian
bantuan teknis hukum dalam masalah perdata Mekanisme Surat ditujukan kepa-  Surat ditujukan kepa-
dari pengadilan Indonesia ke pengadilan di luar negeri dan | Pengiriman da Kementerian Luar  da Panitera
sebaliknya. Pertama, penandatanganan nota kesepahaman | Surat Negeri Mahkamah Agung
dilaksanakan tanggal 19 Februari 2013 oleh Panitera
Mahkamah Agung dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Inter- | Standar Doku- Tidak diatur standar ~ Permintaan bantuan
nasional Kemenlu RI. Dokumen Nota Kesepahaman tersebut | men dokumen teknis hukum harus
“berjudul” Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantu- menggunakan standar
an Penyampaian'Dokumen dalam M'asalah. Perdata Qari Penga-. dokumen
gllan N.egara.Asmg kepada Pengadilan .dl Indonesia d.am dari Biaya Penyam- o Piliak Berperkara * Pihak berperkara
engadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing dan aian Dokumen
diberi  nomor  162/PAN/HK.00/1/2013 - NK/ |P hanya menanggung  menanggung se-
HI/01/02,/2013/58. biaya penyampaian luruh biaya penyam-
dokumen dari kan- paian dokumen,
Kedua, dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018. Nota tor pengadilan ke meliputi:
Ke_sepahaman yang ked}la ini diberi judul “Penanganan Pel;— Kementerian Luar e Pengiriman doku-
mintaan Bantgan Teknis Hukum dalam Masalah Per_data, Negeri men dari pengadilan
ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar e Bia . k
. . R ya pengiriman e Jakarta (PP)
Negeri. Selain Nota Kesepahaman, kedua Pimpinan Lembaga dok dari K .
tersebut juga menandatangani 3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama okumen dari Re- e Pengiriman doku-
dan 1(satu) Surat Keputusan Bersama. Ke-empat dokumen mente.rlan Luar men dari Jakarta ke
yang menjadi rujukan penanganan bantuan teknis hukum Negeri ke luar Kantor Perwakilan
dalam masalah perdata adalah sebagai berikut: negeri dibiayai (PP)
oleh anggaran e Pengiriman doku-
Jenis Doku- Perihal Nomor Kemlu men dari kantor
men Perwakilan ke ala-
Nota Kese- Penanganan Per- 01/NK/MA/2/2018- mat pihak di luar
pahaman mintaan Bantuan PRJ/HI/102/02/2018/01 negeri.
Teknis Hukum da-
lam Masalah A. Prosedur Pengiriman Relaas Panggilan/
Perdata Pemberitahuan
Perjanjian Mekanisme Pengi- ~ 03/PK/MA/2/2018 - Prosedur penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan bagi
Kerjasama riman Surat Roga- PRJ/HI/103/02/2018/01 pihak berperkara di luar negeri berdasarkan maksud Pasal 5 Nota
tori dan Penyam- Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri
paian Dokumen tanggal 20 Februari 2108 adalah sebagai berikut:
Peradilan  dalam 1. Pengadilan di Indonesia melalui surat yang ditujukan kepada
Masalah Perdata Panitera Mahkamah Agung mengajukan permintaan penyam-
Perjanjian Standardisasi Su- 04/PK/MA/2/2018 - paian dokumen peradilan dalam masalah perdata (relaas
Kerjasama rat Rogatori dan PRJ/HI/104/02/2018/01 panggilan/pemberitahuan) kepada Negara tujuan. Pengadilan
Surat Penyam- harus memberikan informasi status kewarganegaraan pihak
paian  Dokumen yang dituju.
Peradilan  dalam 2. Permintaan penyampaian dokumen peradilan tersebut harus
Masalah Perdata memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan,
Perjanjian Pendidikan dan  05/PK/MA/2/2018 - antara lain penerjemahan dokumen ke dalam bahasa Inggris
Kerjasama Pelatihan Pe- PRJ/HI/105/02/2018/01 atau b.ahas.a negara setempat, jangka yvaktg yang dibl..ltuhkanf
nanganan Per- d.an lain-lain. Ketentuan .darl negara tujuan ini dzf\pat diakses di
mintaan  Bantuan situs web rogatori online monitoring _[http//
Teknis Hukum rogatori.kemlu.go.id). Termasuk dalam persyaratan ini adalah
penggunaan standar dokumen dan pembayaran biaya
dalam Masalah menggunakan virtual account yang akan dijelaskan dalam bagi-
Perdata an tersendiri.
Keputusan Pembentukan Tim  02/SKB/MA/2/2018 - 3. Kepaniteraan Mahkamah Agung meneruskan permintaan pe-
Bersama Penanganan ~ Per- 909/B/H1/02/2018/01 nyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata yang
mintaan  Bantuan telah memenuhi ketentuan Negara tujuan melalui Kementerian
Teknis Hukum da- Luar Negeri yang ditangani oleh:
lam Masalah a. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat
Perdata Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam hal
Nota Kesepahaman MA - Kemlu tanggal 20 Februari 2018 dokumen peradilan d_itujukan kepada Warga Negara Asing
beserta produk yang menjadi turunannya memuat aturan yang at.au Badan Hukum Asn.1g; )
berbeda dari Nota Kesepahaman tanggal 19 Februari 2003 b. Dlrektor.at Konsuler/Direktorat Perllndl_mgan Warga Negara
dalam menangani bantuan teknis hukum dalam masalah In.doneSIa dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI),
perdata. Secara garis besar, perbedaan tersebut menyangkut Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, dalam hal doku-
hal-hal sebagai berikut: men peradilan ditujukan kepada Warga Negara Indonesia
yang berdomisili di luar negeri.

NO Il BULAN AGUSTUS 2018



HALAMAN 4

UTAMA

4. Kepaniteraan Mahkamah Agung tidak
akan meneruskan surat Eermintaan
enyampaian dokumen peradilan apabi-
a pengadilan belum melengkapi per-
syaratan.

5. Kementerian Luar Negeri melalui Per-
wakilan RI di Luar Negeri meneruskan
permintaan penyampaian dokumen
Beradilan dalam masalah perdata se-

agaimana dimaksud pada ayat (3
kepada otoritas berwenang atau piha
lainnya sesuai dengan ketentuan
hukum Negara tujuan.

6. Perwakilan RI di Luar Negeri menerus-
kan permintaan penyampaian dokumen
Beradilan dalam masalah perdata se-

agaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan ketentuan hukum Negara
tujuan.

B. Standar Dokumen Permintaan
Bantuan

Pengadilan selain membuat surat pengantar
ermohonan bantuan pemanggilan pihak
erperkara atau penyampaian pemberita-
huan kepada Panitera Mahkamah Agung,
juga harus menyertakan surat permintaan
antuan menggunakan dokumen standar
yang ditetapkan dalam surat Perjanjian Ker-
asama antara MA dan Kementerian Luar
egeri tentang Standardisasi Surat Rogatori
dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan
dalam Masalah Perdata. Dokumen standar
tersebut da{)at diakses di situs http://
rogatori.kemlu.go.id.
Pengadilan juga harus memastikan dokumen
I)en adilan yang disampaikan (gugatan, rep-
ik, dll) diterjemahkan dalam bahasa Inggris
atau bahasa setempat. Penerjemahan di-
lakukan oleh penerjemah tersumpah dengan
biaya dari pihak berperkara.

C. Pembayaran Biaya Pengiriman
Dokumen

Pembiayaan penanganan surat rogatori dan
penyampaian dokumen peradilan dalam
masalah perdata sebagaimana diatur dalam
Pasal 8 Nota Kesepahaman tanggal 20 Feb-
ruari 2018 menerapkan prinsip hukum
acara perdata. Prinsip hukum acara perdata
yang dimaksud adalah bia%la berperkara
dalam masalah perdata dibebankan kepada
para pihak yang berperkara.

Pembebanan biaya penyampaian dokumen

kepada pihak berperkara hendaknya
ditaksir secara cermat pada saat pen-
daftaran perkara.  Penaksiran biaya
perkara oleh petugas pengadilan harus
memperhitungkan biaya-biaya sebagai
berikut:

a. Biaya pengiriman dari Kantor Penga-
dilan ke Jakarta (bolak balik);

b. Biaya pengiriman dari Jakarta ke Kan-
tor Perwakilan Indonesia di Luar
Negeri (bolak balik)

c. Biaya Pengiriman dari Kantor Per-
wakilan Indonesia di Luar Negeri ke
alamat pihak di luar negeri;

Untuk menaksir biaya penyampaian
dokumen, telah disediakan aplikasi
perhitungan pada sistem Direktori Pu-
tusan Mahkamah Agung pada menu VA-
Rogatori.

Biaya penyampaian dokumen tersebut
harus disetorkan ke rekening penam-
un atas nama Kepaniteraan
ahkamah Agung melalui rekening vir-
tual. Pembuatan rekening virtual dil-
akukan mengl%unakan aplikasi Direktori
Putusan Mahkamah Agung. Akses ter-
hadap aplikasi Direktori Putusan
menggunakan username dan password
yang sama untuk publikasi putusan dan
embuatan rekening virtual untuk pem-
ayaran biaya kasasi dan peninjauan
kembali.

Prosedur pembuatan rekening virtual
untuk pembayaran biaya penyampaian
relaas ke luar negeri.

a. Login pada aplikasi Direktori Putusan

b. Pilih icon VA Rogatori

c. Klik menu tambah

d.Isi form sesuai
sesuai

e. Isi jumlah biaya penyampaian doku-
men sesuai taksiran

f. Klik simpan

g. Sistem akan memberikan notifikasi
ke email yang didaftarkan

h. Klik cetak rekening virtual

i. Lakukan pembayaran ke rekenin
virtual melalui bank dan channe
pembayaran yang dipilih.

D. Prosedur Pengiriman Surat

dengan data yang

Pengiriman surat dialamatkan secara
langsung ke Panitera Mahkamah
Agung secara langsung tanpa melalui
pejabat lain misalnya Direktur Prana-
ta ataupun Panitera Muda. Dokumen
elektronik surat juga dapat diunggah
melalui menu yang tersedia pada
aplikasi direktori putusan (menu VA
Rogatori).

Untuk memudahkan lEl)roses identifi-
kasi dan perlakuan khusus terhadap
surat rogatori dan surat bantuan
penyampaian dokumen peradilan,
agar diperhatikan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pada amplop surat dituliskan no-
mor perjanjian Kkerjasama Ke&)a-
niteraan Mahkamah Agung dan
PT. Pos Indonesia sebagai berikut:

Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018
Nomor PKS.168/DIR-5/0718

b. Alamat pengiriman surat
menggunakan PO BOX 913 JAKAR-
TA PUSAT, sebagai berikut:

Kepada Yth:

Panitera Mahkamah Agung RI
PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

Mengenai petunjuk teknis penyam-
paian relaas panggilan/
pemberitahuan ke luar negeri, Pa-
nitera Mahkamah Agung telah
menerbitkan Surat Nomor 1747/é
PAN/HK.01/8/2018 tanggal
Agustus 2018 perihal Prosedur Pen-
%ampaian Surat Rogatori dan Surat
antuan Penyampaian Dokumen

Pengadilan dalam Masalah Perdata
Luar

bagi Pihak Berperkara di
Negeri.

Scan qr code
untuk men-
download surat
Panitera

Alur Penanganan

Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata
Bagi Pihak Yang Berada Di Luar Negeri

(, KEMLU
=  Pihak Tertujs WNA 2 Dt Hukum dan Perjanjan
MAHKAMAM Sosbud, Ditjen Hukum dan

B
a

PENGADILAN

DI INDONESIA

Perjanjan internasional
«  Pihak Tertupu WNI > Dit. Konsuler, Ditgen

_ Protokol dan Konsuler

=

| PERWANILAN RI DI NEGARA SETEMPAT |

o O & i

AGUNG

PENGADILAN
ASING DI

NEGARA
SETEMPAT
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inovasiKAMI

PEMBAYARAN BIAYA PANGGILAN /PEMBERITAHUAN

KE LUAR NEGERI
HARUS MENGGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT

eluruh biaya pengiriman relaas panggilan /
pemberitahuan bagi pihak yang berada di luar
negeri dibebankan kepada pihak penggugat. Biaya
tersebut meliputi : biaya pengiriman dari Kantor
Pengadilan ke Jakarta (bolak balik), biaya pengiriman
dari Jakarta ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar
Negeri (bolak balik), biaya Pengiriman dari Kantor Per-
wakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak di luar Mankaman Agung Reubi ndonesia
negeri. Oleh karena itu pengadilan harus memperhatikan e
hal tersebut ketika menaksir panjar biaya perkara kepa-

da pihak penggugat. 3. Klik Menu Tambah

Biaya pengiriman relaas tersebut harus dikirimkan ke I e T T
rekening penampung pada Kepaniteraan Mahkamah 2 reoenen administrator

administrator

Agung menggunakan virtual account . Halini karena te- /@ e ieeoumnema enona oo e

lah ada kesepakatan antara Kepaniteraan MA dan PT. Pos pemoten Aecount

Indonesia bahWa pembayaran biaya tersebut dilakukan 1 0184/Pdt.G/2018/PAkds PA KUDUS :::‘ya;(:mamo(oBmYasuhlro JP::agnguanKe 8391180731115812 giﬂ, szpwooo

melalu] akun tunggal' 2 0184/Pdt.G/2018/PAkds PA KUDUS Naoki Yamamoto Bin Yasuhiro Panggilan ke 8391180731012550 Belum Rp.
Yamato Japan Dibayar 721.000

Pembuatan rekening virtual tersebut dilakukan melalui S OB4PLGZOIBPAKIS PAKUDUS  NookiYamamoloBinYassio Panggianke  83911S0SCZIfI20 Sudah Ry

Aplikasi Direktori Putusan. Berikut ini langkah-langkah e o oo T

dalam membuat rekening virtual untuk pembayaran e Agung Repub ndonsi

biaya penyampaian panggilan bagi pihak di luar negeri. pren Putsan

1. Login ke Aplikasi Direktori Putusan 4. Isi Form dengan data yang benar, kemudian klik

simpan

https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin

5. Sistem akan menggenerate VA dan akan dikirim
melalui email terdaftar

2. Pilih icon VA Rogatori 6. Lakukan pembayaran, dan lampirkan notifikasi
pembayaran dalam surat yang ditujukan kepada
Panitera MA

—— R ——————————————————————————————
¥ Standardisasi Amplop Surat Rogatori/Penyampaian Dokumen
Peradilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Di luar Negeri

Nomor Perjanjian
TR AN TN Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018 Kerjasama MA dan
Nomor PKS.168/DIR-5/0718 PT Pos Indonesia

Nomor : W23.A4/784/HT.01.08/VI/2018

Kepada
Panitera Mahkamah Agung
PO BOX 913 Jakarta Pusat

. Alamat Tujuan Su-
Identlitas Surat - A rat menggunakan
Resmi: Kop Surat, PO BOX
Nomor Surat, dan
Stempel
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Hingga Agustus 2018, 2057 Permohonan Kasasi/PK Dibayarkan
Menggunakan Virtual Account
Panitera MA : 21 Pengadilan di Ibu Kota Provinsi Belum Menggunakan VA

elama periode Januari- 23 Agustus 2018, ter-
catat 2057 permohonan Kkasasi/peninjauan
kembali  dibayarkan biaya perkaranya
. menggunakan rekening virtual. Jumlah terse-
-but terdiri dari 1928 perkara kasasi, 10 perkara
: peninjauan kembali, 55 perkara hak uji materiil dan
: 64 permohonan PK Pajak. Keseluruhan biaya perka-
:ra yang disetorkan menggunakan rekening virtual
: tersebut berasal dari 333 pengadilan, yaitu 157 pe-
: ngadilan negeri, 148 pengadilan agama, dan 28 pen-
:gadilan tata usaha negara. Pada tahun 2017
: (Periode Bulan September-Desember), jumlah
-perkara  permohonan kasasi/PK yang biaya
. perkaranya dikirimkan menggunakan rekening vir-
: tual berjumlah 345 perkara yang berasal dari 118
: pengadilan.

Z Penyetoran biaya perkara menggunakan reke-
- ning virtual adalah kebijakan inovatif dari Kepanite-
< raan MA yang telah mendapat persetujuan dari BPK
- dengan suratnya nomor 419/S/XVI/11/2017 tang-
:gal 20 November 2017. Selain aplikasi pembuat
:rekening virtual —untuk  permohonan kasasi/
: peninjauan kembali, Kepaniteraan Mahkamah
:Agung juga telah menyediakan aplikasi khusus untuk
: permohonan PK Pajak dan Permohonan Hak Uji Ma-
: teriil dan Perkara Pilkada. Kedua jenis permohonan
. tersebut dibuatkan tersendiri karena prosedur
. pengajuan permohonanya berbeda dengan perkara
- kasasi/peninjauan kembali pada umumnya.

Aplikasi VA Untuk PK Pajak

Aplikasi pembuat rekening virtual untuk PK Pa-
: jak dapat di akses pada link sebagai berikut https://
: kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/pk_pajak. Ber-
:beda dengan virtual account untuk perkara kasasi/
:pk yang dibuatkan oleh petugas pengadilan
. menggunakan aplikasi Direktori Putusan, Virtual
: Account permohonan PK Pajak aplikasinya diisi lang-
. sung oleh pihak berperkara dengan mengisi form di
< website kepaniteraan.

Aplikasi VA untuk Permohonan HUM

-ransi Peradilan

60000
50000
40000

39305

30000

20000

22163

10000

Januari Februari Maret  April Mei Juni
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Virtual Account untuk pembayaran permohonan hak
uji materiil dibuatkan oleh petugas pada Direktorat
Pranata dan Tatalaksana Perkara TUN Mahkamah
Agung. Pihak yang akan mengajukan permohonan HUM
mendaftarkan perkaranya di Direktorat Pratalak TUN.
Petugas akan membuatkan rekening  virtual
menggunakan aplikasi Direktori Putusan. Apabila pen-
daftaran dilakukan dengan mengirimkan berkas melalui
jasa pengiriman dokumen, rekening virtual dapat dimo-
honkan melalui telpon atau sarana komunikasi lainnya.

Sosialisasi Penggunaan VA

Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama
dengan  BNI Syariah telah melakukan sosialisasi
penggunaan VA untuk pembayaran biaya kasasi/
peninjauan kembali di beberapa lokasi, yaitu: Jakarta,
Surabaya, Bandung, Denpasar, Semarang, Pekanbaru
dan Makassar. Sosialisasi juga akan dilaksanakan di tiga
tempat lainnya, yaitu: Banjarmasin, Medan dan Yogya-
karta..

Sosialisasi di 7 tempat tersebut berhasil meningkat-
kan jumlah pengadilan yang menggunakan VA untuk
membayar biaya kasasi/peninjauan kembali.

Pengadilan Tk Pertama Ibu Kota Provinsi Belum
Menggunakan VA

Berdasarkan data pada Kepaniteraan MA, setelah
satu tahun kebijakan penyetoran biaya kasasi/PK masih
ada beberapa pengadilan di ibukota provinsi yang belum
menggunakan VA dalam menyetor biaya kasasi/PK,
hingga tanggal 24 Agustus 2018, yaitu:

Lingkungan Peradilan Umum : PN Banjarmasin, PN
Serang, PN Bengkulu, PN Gorontalo, PN Jakarta Utara, PN
Jambi, PN Jayapura, PN Kendari, PN Kupang, PN Ternate,
PN Padang, PN Palembang, PN Palu, PN Samarinda, dan
PN Tanjungkarang. Sedangkan lingkungan peradilan aga-
ma : MS Banda Aceh, PA Bandarlampung, PA Padang, PA
Palangkaraya, PA Palembang dan PA Pontianak.

Belum dilaksanakannya kebijakan MA oleh Pengadi-
lan Ibu Kota Provinsi yang sebagian besar sudah tera-
kreditasi merupakan ironi. Seyogyanya akreditasi dapat
menjamin pengadilan patuh terhadap kebijakan MA. [an]

Fakta Publikasi
Putusan 2018

(Januari-Agustus)

o Publikasi Januari — Agustus

920 50887

2018 = 326.496 Putusan
Jumlah Total Publikasi Pu-

tusan = 2.837.847 Putusan
Rata-rata Publikasi 2018
Per Bulan = 40.812 Putusan

Per Hari Kerja = 2.040 Pu-
tusan

Per Jam Kerja = 255 Pu-

Juli tusan

Agustus

MANAJEMEN PERKARA
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INILAH KEKUATAN SDM KAMAR PENANGANAN PERKARA MA

Hakim Agung, pada hari Rabu (15/8/2018)

bertempat di ruang Kusumah Atmadja Ge-
dung Mahkamah Agung, Jakarta. Pengangkatan
keduanya sebagai hakim agung didasarkan pada
Keputusan Presiden RI Nomor 132/P Tahun 2018 §
tanggal 7 Agustus 2018. Pri Pambudi Teguh ditem- |
patkan sebagai Hakim Agung Pada Kamar Perdata
sedangkan Abdul Manaf ditempatkan sebagai Hakim [§
Agung Kamar Agama. Dengan pelantikan tersebut, f#88
Mahkamah Agung kini memiliki 49 hakim agung ter-
masuk Ketua dan dua Wakil Ketua MA. O
Penempatan 49 hakim agung pada masing-masing
kamar adalah sebagai berikut: Pimpinan (non kamar)
3 orang, Kamar Pidana 14 orang, Kamar Perdata 15
orang, Kamar Agama 7 orang, Kamar Militer 3 orang,
dan Kamar TUN 7 orang. Berikut daftar nama-nama
hakim agung pada masing-masing kamar penanganan
perkara:

etua Mahkamah Agung telah melantik Pri
Pambudi Teguh dan Abdul Manaf sebagai

PIMPINAN

1. PROF.DR. M. HATTA ALI, SH. MH. (Ketua MA)

2. DR.H. M. SYARIFUDDIN, SH, MH (Wakil Ketua MA Bidang
Yudisial)

3. DR.H.SUNARTO, SH., MH. (Wakil Ketua MA Bidang Non
Yudisial)

KAMAR PIDANA

1. DR.H.ANDIABU AYYUB SALEH, SH. MH.

2. PROF.DR. H. SURYA JAYA, SH. M.HUM.

3. DR.SALMAN LUTHAN, SH. MH.

4. SRIMURWAHYUNI, SH. MH.

5. DR.SOFYAN SITOMPUL, SH. MH.

6. DR.H.SUHAD], SH. MH.

7. DR.ANDI SAMSAN NGANRO, SH. MH.

8. H.MARGONO, SH., MH., MM.

9. M. DESNAYETI, SH., MH.

10. H. EDDY ARMY, SH., MH

11. SUMARDIJATMO, SH., MH.

12. MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH., M.HUM.

13. DR. H. WAHIDIN, SH., MH.

14. Dr. GAZALBA SALEH, SH., MH

KAMAR PERDATA

1.  SOLTONI MOHDALLY, SH. MH. (Ketua Kamar)

2. PROF. DR. TAKDIR RAHMAD], SH. LLM.

3. SYAMSUL MA'ARIF, SH. LLM. PHD.

4. H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH. MHUM.

5. DR. NURUL ELMIYAH, SH. MH.

6. [ GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH

7. DR. YAKUP GINTING, SH., C.N, MKn.

8. HAMD], SH., MH.

9. DR. ZAHRUL RABAIN, SH., MH

10. SUDRAJAD DIMYATI, SH., MH.

11. MARIA ANNA SAMIYATI, SH., MH.

12. PAN]JI WIDAGDO, SH, MH

13. DR.IBRAHIM, SH, M.H, LLM

14. Dr. Drs. MUHAMMAD YUNUS WAHAB SH., MH

15. DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH, M.H,

KAMAR AGAMA

1. DR.H. AMRAN SUADI, SH., MH., MM. (Ketua Kamar)
2. DR.H.MUKHTAR ZAMZAMI, SH. MH.

3. DR.H.PURWOSUSILO, SH., MH.

Beban perkara yang ditangani MA Periode Januari - Juli
2018 sebanyak 11.563 perkara, terdiri sisa perkara tahun
2017 sebanyak 1.388 perkara dan perkara masuk sebanyak
10.175 perkara. Dengan jumlah hakim agung sebanyak 46
(di luar pimpinan) dan sistem memeriksa berkas secara
majelis, maka setiap hakim agung menerima rata-rata
sebanyak 754 berkas perkara. Sedangkan jumlah rata-rata
beban perkara yang ditangani oleh hakim agung pada mas-
ing-masing kamar adalah sebagaimana dalam tabel.

DR. H. A. MUKTI ARTO, SH., M.HUM.
DR. H. EDI RIADI, SH, MH

Dr. YASARDIN, SH., M.Hum
Dr.ABDUL MANAF S.H., M.Hum

Nowa

KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. DR. H.SUPANDI, SH. M.HUM. (Ketua Kamar)
2. DR.H. YULIUS, SH. MH.

3. DR.H.M. HARY DJATMIKO, SH. MS.

4. DR.IRFAN FACHRUDIN, SH., MH

5. IS SUDARYONO, SH., MH.

6. YOSRAN, SH., M.HUM

7. Dr.H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH
KAMAR MILITER

1. DR.DRS.H.DUDU D, SH., MHUM
2. DR.BURHAN DAHLAN, SH., MH.
3. HIDAYAT MANAO, SH., MH

HAKIM AD HOC

Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dan perse-
lisihan hubungan industrial, dalam komposisi majelis hakim
kasasi/peninjauan kembali yang menangani perkara tersebut
harus ada unsur hakim Ad Hoc. Jumlah hakim Ad Hoc yang dimili-
ki Mahkamah Agung sebanyak 11 orang terdiri dari Hakim Ad Hoc
Tipikor sebanyak 6 orang dan Hakim Ad Hoc PHI sebanyak 5
orang. Berikut daftar Hakim Ad Hoc PHI dan Hakim Ad Hoc Tipi-
kor pada Mahkamah Agung per Agustus  2018:

HAKIM AD HOC TIPIKOR

M.S Lumme, SH

Dr. Krisna Harahap, SH.,, MH

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH

AKIM AD HOC PHI

Horadin Saragih, SH,MH

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH
Fauzan, SH.,MH

Sugeng Santoso PN, MM., MH.
Dr. Junaedi, SH., SE., M.Si

Pl CINI = e GV RIS =

Rerata
Beban @
Hakim

Masuk Jumlah Jml Ha-
Agung

NEE]
2017 2018 Beban
Kamar Perdata
Kamar Pidana
Kamar Agama
Kamar Militer

Kamar TUN

AGUSTUS
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SERBA-SERBI

UNTUK EFEKTIFITAS PENGIRIMAN RELAAS KE LUAR NEGER],
PANITERA MA JALIN KERJASAMA DENGAN PT.POS INDONESIA

DAN PT. BNI SYARI'AH

ahkamah Agung dengan

PT. Pos Indonesia dan PT.

BNI Syariah menandatan-

gani perjanjian kerjasama
terkait dengan pengiriman surat rogato-
ry dan penyampaian dokumen peradilan
dalam masalah perdata ke luar negeri,
Selasa (31/7/2018) bertempat di ruang
Wiryono Projodikoro, Gedung MA Jakar-
ta. Pihak Mahkamah Agung diwakili
oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan,
PT. Pos Indonesia diwakili oleh Direktur
Ritel dan Jasa Keuangan, Ikhwan
Sutardianta, sedangkan PT BNI Syariah
diwakili oleh Direktur Bisnis Komersil
Dhias Widhiyati. Acara penandatan-
ganan tersebut dihadiri oleh Para Pa-
nitera Muda Perkara MA, Pejabat Eselon
I MA yang terkait, Direktur Hukum dan
Perjanjian Sosial Budaya Kemlu, jajaran
Direksi PT BNI Syariah dan PT Pos In-
donesia.

Kerjasama MA dengan PT Pos Indone-

sia berkaitan dengan distribusi kiriman surat rogatori dan
bantuan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah
perdata. Sedangkan kerjasama MA dengan PT BNI Syariah
berkenaan dengan layanan virtual account BNI e-
collection untuk pembayaran biaya pengiriman surat rog-
atory dan bantuan penyampaian dokumen peradilan da-
lam masalah perdata. Kedua materi kerjasama ini meru-
pakan mandat dari Perjanjian Kerjasama yang ditanda-
tangani oleh Ketua MA dan Menteri Luar Negeri tanggal
20 Februari 2018 yang lalu.

Dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2018,
Mahkamah Agung diwajibkan untuk bekerjasama
dengan penyedia jasa pengiriman di Indonesia untuk
melakukan pengiriman surat rogatory dan penyampaian
dokumen peradilan dalam masalah perdata dan membu-
ka rekening penampung di Bank penampung untuk
menerima pembayaran biaya pengiriman dokumen dari
pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan Asing.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara
MA dengan Pos dan BNI Syariah, kedua kewajiban terse-
but telah tertunaikan”, tegas Panitera dalam sambutan-
nya.

Perubahan Mekanisme

Panitera MA menegaskan bahwa ada beberapa perubahan
dalam penanganan surat rogatory dan bantuan penyam-
paian dokumen ke luar negeri yang disepakati MA-Kemlu
dalam Nota Kesepahaman tanggal 20 Februari 2018. Pa-
nitera MA meminta jajaran pengadilan memperhatikan
perubahan tersebut.

Diantara perubahan yang paling penting adalah tiga hal

Pembayaran B

DARI KIRI KE KANAN: Panitera MA (Made rawa Aryawan), Direktur Hukum dan Perjanjian
Sosial Budaya (Lefianna Hartati Ferdinandus), Direktur Bisnis Komersil BNI Syariah
(Dhias Widhiyati), dan Direktur Ritel dan Jasa Keuangan (Ikhwan Sutardianta)

£
S

POS INDONESIA

YeBNI

Syariah

)njian Kerjasama

-,

sebagai berikut:
1. Perubahan Alur Penyampaian Surat.

Dalam praktik sebelumnya, pengadilan menyampaikan
surat bantuan panggilan luar negeri ditujukan ke Ke-
menterian Luar Negeri. Prosedur tersebut diubah. Su-
rat harus dikirim oleh pengadilan kepada Panitera
Mahkamah Agung. Tim Kepaniteraan Mahkamah
Agung akan melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen dan persyaratan. Dokumen yang tidak me-
menuhi syarat, misalnya tidak disertai terjemahan ba-
hasa Inggris, maka berkas tersebut akan dikembalikan.

2. Diberlakukan Standardisasi Dokumen

Untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan ke
luar negeri, Pengadilan wajib menggunakan format
dokumen yang telah ditentukan yang diadopsi dari
praktik internasional dan menjadi lampiran dari MoU
ini.

3. Biaya ditanggung oleh Pihak Berperkara

Dalam praktik sebelumnya, pihak berperkara hanya
membiayai pengiriman dokumen dari pengadilan ke
Kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dalam
MoU yang baru, pembiayaan merujuk kepada prinsip
pembiayaan perkara perdata, yang dibebankan kepada
pihak berperkara tanpa “bantuan” uang negara. Oleh
karena itu pihak berperkara akan menanggung seluruh
biaya proses pengiriman dokumen dari pengadilan
tingkat pertama sampai dengan alamat pihak di luar
Negeri dan kembalinya dokumen tersebut dari Luar
Negeri ke pengadilan di Indonesia. [an]

\. S
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